
 

 

 

 

 

 
BUPATI  SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR   9  TAHUN  2021 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

 NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  SUKOHARJO, 
 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 

Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan 

Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disesea 2019 di  

Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran 

Corona Virus Disesea 2019, Surat Edaran Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021, tanggal 8 

Februari 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disesea 2019, dan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/07.PMK/2021 tanggal 

15 Februari 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam mendukung 

Penanganan Pandemi Covid-19 dan dampaknya, sehingga 

perlu adanya penyesuaian anggaran;  
 

 b. bahwa berdasarkan ketentuan  huruf E, hal-hal khusus 

lainnya butir 10  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  

Tahun  2020 tentang  Pedoman   Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 

Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang 

bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaanya 

sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Dalam hal penganggaran 

dana transfer ke daerah dimaksud penggunaannya tidak 

sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah 

Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana 

transfer dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 

2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk 

selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung 

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2021; 
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 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sukoharjo 

Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu 

diubah; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2012, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat    (Lembaran    Negara  Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 

keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5107); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 36 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 525);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);  

19. Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun  2020  

tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun  2020  

tentang  Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan  dan  

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 

172); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 

2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor  179); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 252); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 

2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 

3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 

289); 

25. Peraturan  Daerah  Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 8, Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 251); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9); 
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27. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2020 Nomor 79); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI SUKOHARJO NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

berdasarkan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Pasal 3 dalam Lampiran II dengan Nomor  Kode 

1.01.2.22.3.26.06 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,  Kode 

1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan, Kode 

1.02.0.00.0.00.01.01 Rumah Sakit Umum Daerah, Kode 

1.03.2.10.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang, Kode 1.04.2.11.0.00.02 Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, Kode 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi 

Pamong Praja, Kode 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial,  Kode 

2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Kode 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Pangan, Kode 

2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup, Kode 

2.12.0.00.0.00.01 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

Kode 2.17.3.30.0.00.03 Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah, Kode 2.18.0.00.0.00.01 Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kode 

2.19.0.00.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kode 

3.27.3.25.0.00.01 Dinas Pertanian dan Perikanan, Kode 
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3.31.3.32.0.00.11 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja, Kode 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah, 

Kode 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Kode 5.01.5.05.0.00.01 Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah, Kode 5.02.0.00.0.00.04 Badan 

Keuangan Daerah, Kode 5.03.5.04.0.00.01 Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kode  

7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Weru, Kode  7.01.0.00.0.00.02 

Kecamatan Bulu, Kode  7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan 

Tawangsari, Kode  7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Sukoharjo, 

Kode  7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Nguter, Kode  

7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Bendosari, Kode  

7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Polokarto, Kode  

7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Mojolaban, Kode  

7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Grogol, Kode  7.01.0.00.0.00.10 

Kecamatan Baki, Kode  7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Gatak, 

Kode  7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Kartasura diubah 

sebagaiamana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Pasal 4  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 

Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus yang 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

4. Ketentuan Pasal 5  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja 

Bagi Hasil yang tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal  II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan  di  Sukoharjo 

pada tanggal 12 Maret 2021 

Febuari 017 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

ttd. 

 
ETIK SURYANI 

           

 

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal 12 Maret 2021 
 

 Pj.SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 
 

                  ttd.  

  

        BUDI SANTOSO 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2021 NOMOR 10 

 

 

 

 

 

 


